PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TENTARG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN
BISMILLAHIARAHMANIRAAHIN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang |
pahwa dalam rangka meningkatkan usaha dibidang Petemakan ﬁju

dilunjang o ataan yang tepat, dant
sehingga diperolsh hasfl temak yang baik dan sehat;

bahwa tlalam rangka meningkatkan Pendapatan Asii Daerah, maka
dipandang perlu menstapkan pungulan Retribusi Izin Usaha Petemakari;

' dlimaksud dalam hurt &

hahwe i
dan b periu diatur dalam suatu Qanur.

Kengingat :

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan-Ketentuan Paokok
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Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republic Indone-
sia Tahun 1967 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor . };

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 19581 teniang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 22 Tahua 1999 fentang Pemerintah Daarah
(Lembaran Negara Republik Indorssia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Undang-Undang Namer 25 Tshiin 1899 tentang Perimbanyan Kouangan
antara Pemerintah Pusat dan Dasrah {Lembaran Negara Repubfik inde-
nesia Tahur 1993 Nomor 58, Tambahan Letmbaran Negam Republik Indg-
nesia Nomor 3848); .

Undang-Undang Nomor 44 Tahyn 1999 Tentang Penyelergyaraan
Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik indo-
nesia Tahun 1998 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubiik fn-
donasia Nomior 389a); .

Undang-Undang Nomor 34 Tafiun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak dan Retribusi Dasrah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tembanan
Lambararn Negara Republik Indonesta Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Ofenomi Khusus bagi
Provins! Daerah Istimewa Aceh sebagai Provins| Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Nepara Aapubkk indonssia Tahun 2001 Nomor
114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4134);

Undang-Undang Normor 4 Tahun 2002 tentang Pembentuian Kabupaten
Acsh Barai Daya, KabUpaten Gayo Luss, Kabupaten Acsh Jaya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussaam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);

Peraluran P Momor 27 Tahun g Pelaksanaan Undang-




Unidang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesla Memor 3208);

Peraluran Pemeriniah Nomor 25 Tahun 2000 tenlang Kewenangan

* Pemernntan dan Kewenangan Provinst sebagei Dasrah Otonom (Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2000 N 72, Tambahan Lambaran
regsra Republk indonesia Nomor 3893;;

G

- Peraluran Pemarintah Romor 66 Tehun 2001 tentang Rsbibusi Dasrah
{Lsmoaran Magara Republik Indonasia Tahun 2091 Nomer 119, Tambahan
Lambaran Nagara Repubiik Indonesia Nomer 4128);

g

Heputusan Prasiden Rapublik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tennik Penyusunan Paraturan Penindang-undangan dan bentuk Rancangan
Undang-Undzang, Feraturan P dan Rancangas
Keputizsan Presiden (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1899
Nomer 70, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i

=

Keputusan Meriteri Dalam Negsri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Umum Peayidic Mengenal Penyidik Pegawei Negari Sipl dilingkingan
Pemerintah flaerah jo. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1857 tentang Penyidik Pegawal Megari Sipit dilingkungan Pamerintah
Dasrah;

o

Keputusan Mantert Daiarm Neger Nomor 21 Tehun 2001 tentang, Teknik
Peayusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

15, Keputsan Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Takun
2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Pershrran Daerah menjadf
Qanun (Lembaran Dasrsh Provinsi Nanggros Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomar 9 Seri & Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

IEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN

\ BUPATI ACEH TARIANG
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MEMUTUSKAN :

Menistapkan :

QANUN K.ABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUS! IZIN USAHA
PETERNAKAN.

8aB1l
KETENTUAN UMUM

Pasal {

‘Datam Qanun inl yang dimaksud dengan :

itk B
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=
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Daerah adalah Daerzah Kebupaten Aceh Tamiang;

Pemezrintah Daorah adalah Bupafl bersama dengan Perangkat Dacrah
Gtonom yang lain sebagai Badan Eksekulit Dzerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi lugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Petundang-undangan yang berak;
Dinas Pertanian adalah Dinas Parianian Kabupaten Aceli Tamiang;
Badan adalzh suaty Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Testsatas, Perseroan Komandiler, Perseroan lainnya, Badan Usaha Mitik
Negara atau Daerah dengan Nama dan SBenluk persekutuan, ataupun
Perkumpuian, Firma, Kongsi, Koperasi, Yeyasan atau Orgenisasi yang
&ejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta benluk usaha
Taknye:

Penisahaan Peternakan adalsh suaty usaha yang dijalankan secara teratur
dan terus mensrus pada suat tempal dan dalam jangka wekiy terteniy
usituk ujuan komersial yang meliputi kegistan menghasitkan ternak (ternak
bibitemak potong), telur dan susy serta usaha menggemukkan suaty jenis
temak lermasuk mengumpulkan, mengedarkan Senta memasarkannya,
yang untuk tiap jenis temak melebini dari jumitah yang ditelapkan untuk
liap jenis ternak pada pstemakan rakyat;

. Usaha Sarana Produksi Pelernakan adaiah susty usaha bertujuan

mendistibusikan/menjual pakan terak, ohat-abatan hewan, bibit unggas
dan afat-alat peternakan;

Poutiry Shap adalah Toko/Kios yang monjual paken lernak, obat-obatan
hewan, bibit unggas dan alat-alat peternakan;



. Sural Pendaftaran Objek Retribusi Daerah,

Usaha Petermakan adalzh Suatu usaha mengumpulkan, menyebarkan,
memasarkan lemak dan hasil ternak adalah yang bergerak delam bidang
Pemotongan Hewan, Perdagangan dati Hasil temak dan Pengeluaran
“Ternak Ketuar/Daerah Provinsi;

Ussha Petemakan Sapi Folong adalah Usaha Petemakan yang menye-
tenggarakan petemakan sapi dengan produksi utama sapi-sapi Potong;
Peternakan Rakyal adaiah Usaha Peternekan yang diselenggarakan
sehagsi i yangjumiah i kegiatannya untuk tiap
jenis temak ditstapkan oleh Bupali;

Usaha Psternakan Ayamfitik adalah Usaha Peternskan yang
menyelenggarakan peternakan ayam/itk dengan produksi utama telur;
Usaha Peternakan Ayam/itik adalah Usaha Peternakan yang menysleng-
garakan petemakan ayamiti dengan produksi utama ayamitik polong;
Usaha Peternakan Sapi Perah adaiah Usaha Peternakan yang
menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama susy;
Usaha Peternakan Kambing/Domba adaleh Usaha Pelernakan yang
dengan produksi utama

Y
bibit dan preduksi daging;
Hewan Ternek adalah Hewan temak yang dipelihara yakni sapi, kerbau,
kuda, kambing, domba dan unggas;

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daarah Salam

rangka pemberian izin kepada orang pribad atau badan yang dimaksud
wrtuk i fan dan per atas
kegiatan, peranfazlan ruang, penggunaen Simber daya alam, barang
prasarana, sarana, atau fasiftes lertenty guna melindungt kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

. Wejib Retribusi adalah Orang Pribadi alau Badan yang menul peraturan

perundang-undangan Relribusi diwajitkan untuk matakukan psmbayarzn

retribusl;

Masa Retribusi adalsh jangka wakiu terdentu merupakan jangka wakiu

bagi Wallb Retribust untuk pemanfaatan izin pengambilan hasil usaha

petemiakan

yang selanjutnys dapat

digingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk

melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribus sebagal dasar
L 1 dan p Y retribusi yang lerhutang

menurut Pereturan Perundang-undangan Retribusi Deaerali;

. Surat Ketetapan Retribust Dasrah, yang selanjutnya dapet disingkat SKRD
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adaiah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah retribust yang
terhutang: -

23. Surai Ketetapaa Daarah Kurany Bayar Tambahan, seianjutnya dapal
disingkat SKDKBT adajah surat keputusan yang menentukan tambahan
alas jumlah retiibust yang telah ditetapkan;

24. Sural Ketotapin Retribus Daerah Lebh Bayar yang sefanjutniya dapat
disingkat SKRDOLB adalah syrat keputusan ¥ang menantukan jumish
kelebihan pembayaran ratibusi karena Jummlah kredit refrity besar
darl pada refribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang; -

25 Surat Tagihan Retribus! Daersh, yang selanjutnya dapat disingkat STAR,
adalah sural untuk melakukan Taghan atau Sanksi Administrasi;

26, Surat Kepuiusan Keberadaan adaist surat keputusan atas keberadazn

terhadap SKAD atau dokumen lain yang dipersamakan SKADKET dan

SKRDLE yang diajukan oleh waib retrivusi;

g st i

27, menc \
danmengoiah data dan atzy keterangan leinnya datam rangka pangawasan

.kapatufan kewsjiban Retribusi Daerah berdasarkan Paraturan Perundang.
undangan Relsibusi Daerah;
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribus! Daerat adalah serangkatan
tindakan yang dilakukan cleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjitnya dapat disebut Penyidik, rtulc MENCA serta mengumpulican
bk yang dengan buktl i mambuat tereng Hndak pidana dibidang Retibusi
Daerah yang terfadi serta menemukan tersangkanya,

2
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BAS Y
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!
Pasat2
Retribusi ini adalah Refribusi [zin Uszha Petamakan dipungut retribusi sebagai
pambayaran atas Fembarian fzin Usaha Paternakan Kepadz orang pribadi atag
badan usaha.

Pasal 2

Obiek Retribusi adatah Pemberian izin Usaha Patemakan,

28




Paszid

subick Aetribus! Adalah Orang Pribadi atau Badan Yang mendapat Izin Usaha
Peternakan. ,

BAB N
GOLONGON RETRIBUS!
Pyeal &

etribust 1zin Usaha Pefsrakan digolongkan secagsi Retribusi Perizinan
jtertentis

BAB IV
PERIZINAN

Pazalé

{1} Setiap Usaha yang ada dalam Aceh Tamiang, bafk
yang diusshiaisan oleh perarangan maupun Badan Hukumn sliviafiokan
emifild lzin Useha Petemnakan;

(2) Syarat-sysrst untuk mempsicleh lzin Usahe Peiernakan diatur dan
ditatapkan lsbik ianjut dangan Keputusan Bupatl,

Pasal ¥

{1} Bagl Usaha Petemakan sebagal mana dimakeud dalam passl 8 Qanen
inj, untyk memperoleh izin Usaha Petemakan harue mengajuken Surst
Permohonan Kepada Bupati;

2} i Usaha Petermakan yang dimaksud dafam pasal 6 Qanyn i, diberikan
olel Bupati ateu Psjabat lai yang ditunjuic;

13) Tata cara pengaiuen Parmctionan izin dan syarat-syarat yang dipemushi

oleh pamehon serta bentuk Izin Usaha Pefernakan, ditatapkan lsbih lanjut
cloh Bupati
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fasaf g

(1} 1zin Usaha f ickaks dapg! dip 1kepada pitak kecus]
dengan persstujuan Bupati;

(2) Apabila izin Usahz Peternakan milik peroangan pemagang izinnya
meninggal dunia, maka Izin Usaha tarsebut beralin kapada ahli waris
sampal dengan berakhimya izin terscbut.

Fasal 8

Permichonan Izin Usaha Peternakan dapat ditalsk Karana :
A, Tidsk memenubi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ganun in:
. Tidek may in Undang-undang Gangguan;
©. Berentangan dengsn kestantiban/kepentingan umurm seterpat.

Pasal 10

(1) lzin Usaha Peternakan berakhir karena :

&. Jangka waktu yang dibarkan telah berakhis

b. Diserahkan kembali oleh Pemegang Izin kepads yang berwenang
ssbslum Jangka waldu yang diberikan berakhir;

€. Dicabut aleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan,
karena psmegang izin yang bersangkutan melakakan pelanggaran;

d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh Pailt;

e f yang Usahanya.

{2) Izl Usaha Peternakan dapat dicabut karena ©
a. Pemegang Izin tidak melakukan Uschanye sscara nyala datem wakiu
3 (tiga) bulan selfelan lzin Usaha Peternakan dikeluarkan;
. Pemagany lzin tidak mentaati ketentuan poraturan perundeng-
undangan yang berlaku.

Pagai 11

{1) P 1§ dapat 1 §

(2) Pemindahtanganan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal inl, harus diikit dengan perubshan Izin Usghanya:
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3) Tatacara i saria yang harus
dipenuhl, dftetapkan lebih lanjut dangan Kepulusan Bupsti.

a BABV
JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA
Pesal 12

,) !zm Usaha Patemakan sebagaimana dimaksud pasal & Qanun i, terdin dari :
1zin Usaha Petarnakan Sapi Potong;
Izin Usaha Petemakan Sapt Perak;
I7in Usaha Petemakan Karbau;
{zin Usaha Petemakan Kuda;
Izin Usaha Petemakan KambingDomba;
{zin Ussha Petemakan Ayam/iik Petelur;
1zin Usaha Peternakan Ayam/itik Pedaging;
Izin Usaha Palamakan Anska Ternak;
A, Burung Puyuh/Burung Dare;
b. ¥apan;
o. Kefingi;
4, Izin Usaha Foultry Shop;
10. izin Usaha Pakan Temak;
i1._I7in Usaha Obat-obatan Hewan;
12." Izin Usaha Biblt Termnak;
13. izin Usaha Pemotongan Ternak Besar;
14. [zin Usaha Pemotongan Ternak Keeil;
15. Izin Usaha Pemotongan Ternak Unagas;
16. zin Usaha Pedagang Temak Lokal Besar,
17. [zin Usaha Pedagang Ternak Lokal Kecll:
18, Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal Ungoas;
. 19. 12in Useha Pedagang Ternak Lokal dan Hasil Temak Lokal;
20. Izin Usaha Pedagang Temak Besar antar Provinet;
21, Izin Usaha Pedagang Temak Kecil antar Provinsi
22. izin Usaha Pedagang Temak Unggas antar Provin:
23. Izin Usaha Pedagang Temak Hasil Ternak amtar Provinsf;
24 {zin Usaha Produksi Bibit Temak Besar dan Kecit;
25, lzin Usaha Produksi Bioil Ternak Uinggas;
26. lzin Usaha Penimbun Bahan Asal Temak;

L
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27. |zin Usaha Laboratorium Kesehatan Hawan;
28. lzin Usaha Rumah SakitKlinik Hevean;
‘28, {zin Usaha Rumak Potong MewarvRumah Pofong Unggas;

(2} izin Usahe Petemnakan diberikan uriuk setiap jenis usaha peismakan

dangan ks pada saat maer Y permohonan mal
1. Burai Kelerangan Bebas (‘anagusn dan dampak lingkungan dan
Instansi terkai;

2 Surat Keferangan Tidak Keberatan dari masyarakat sekiiar ussha
pamsliharaan temak yang dikefahui oleh LurahvKades.

Fassl 13

{1} Masa Berlakunya lzin Usaha Petemakan sebagaimana dinaksud pasal
12 ayat (1) Qantn in adalah masing-masing sebagai berku :

Usaha Petermakan Sapi Potong sslama 3 tanun;

Usaha Peiemakan Sapi Perah selama 3 tahun;

Usaha Peternakan Kerbau selams 3 tahun;

Usatia Peternakan Kuda sslama 3 tahun;

Wsaha Peternakan Kambing/Dumba selama 3 tahun;

Usaha Peternakan Ayam Peleiur sslama 3 tahun;

Usahé Petemakan Ayam Pedaging sslama 2 tahun;

Usaha Peternakan lik selama 2 tahun;

Usaha Peternakan Aneka Temak selama 2 lahun;

10. Usaha Poultry Shep selama 2 tahun;

1. tsahz Pakan Ternak selame 2 tahur;

12. Usaha Obat-cbatan Hewan sefama 2 tahun; *

13. Usaha Bibit Ternak selama 2 tahun;

14. Usaha Pedagang Temak Lokal salama 2 tahun;

15. Usaha Pedagang Temak anter Provinsi selama 2 tabum;

16: Usaha Produksi Bibit selama 5 tahun;

17. Usaha Penimbun Baharn Asal Temak selama 2 tahur;

18. Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan selama 5 tahun;

18, Usaha Produksi Rurmah Saldt/Kiinik Hewsn selama 5 tahur;

20. Usaha Preduksi Rumah Potong Hewan/Unggas selama 5 tahun;

DENpREEn

{2} Jangka Wakiu lzin Usaha Petemakan sebagaimana dimeksud ayat (1)
\pasal ind, apabila telah berakhir wajib didafiar Hang. Tata cara pendaftaran
vlang akan diatur lsbih lanjut kemudian dengan Keputusan Bupatl

9z




. BAB Vi
KEWAJIBAN PEMEGANG 1ZIN USAHA

# Pasal 14

i g lzin Usaha F i tartufis secara
ber aliap & {gnamj bulan mengsnal perkembangan parusahaansya;

by Laporen senagaimana eimaksid gyat (1) pasal i, drujuian kepads Bupati;
} Bontuk dan akan ditetapkan lbih lanjut dengan Keputusan Bupell.
Pasat 15

otizp permegang Izin Jsaha Peternakan wafih mamelihama lingkungan dan
K h erjadinyg i jan.

BAB VH
BiRBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

1) Kopala Dinas Pertanian siau Pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingar.
dan pange’ terhadag p 7 thaan kary;

2} Tata cara pelaksanasr i n dan p Hnang
ks pada ayat (1) pasal i, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bugat.

BaB Vil

STRUKTUSR DAN BERASNYA TARIF

Pasat 17
{1) Steuktur tarf digolongkan berdasarkan jenis 1zin Ussha Petemakan;
(2) Strukturdan besarnya tarit eatribugi Izin Usaha Peternakan sebagas berkut:

& Rstribusi zin Usaha Petemakan Sz Potong sebesar fp. 200.000.-
. Rstribusi lzin Usaha Patomakan Sagl Perzh sebesar Rp. 100.000.-
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. 100,000,
p. 102000,

lezha Petamakan Ayar: Petskir schasar R,
Felibus! |zin Usaha Paternakan Ayam Pedaping sehesar Rp.  50.600,
Retribusl lzin Usaha Peternakan lik sshesar Hp. S0.000-
Retribusi izin Usaha Petemakan Anaka Temnak sebesar flp.  50.000,-
Retribusi izin Ussha Poultry Shop sebeser Ap. 50.000,-
Retripusi izin Usaha Pakan Temak sebesar Bp. 50000-
Retribusi Izin Usaha Obat-obalan Hewan sebesar  Ap.  50.000-
. Retribus! (zin Usaha Bibit Ternak sebesar Rp. 50.000,.-
Petribusi lzin Usaha Pemotangan Temak sebesar Rp. 76.000.-
Retribusi tzin Usaha Padagang Temak Lokal sebesar Rp. 100.000.-
Retribusi fzin Usaha Pedagang Temak antar Provinsi Rp. 209.000,-
Retribusi izin Usaha Produksi Bibit sebesar Ap. 100.000,-
Retrbusi Usaha Penlmbunan Bahan Asal Temak sabazar Rp. 100.000,
Fstribusi {zin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan ssbesar Rp. 200,000,
Ratribusi lzin Usaha Rumah SakivKiinik Hewan ssbesar Rp, 200.000,-
Refribusi izin Usahe Rurmah Polong HewerUngoas ssbesar Rp, 300,000,

ErmmoppagTETCTampan

BAS IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Fassl 18

Fstribusi yang terutang dipungut dalam wilayah pemberan lzin Usaha
Petamakan.

BAB X
NASA RETRISUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Passl 19
fMasa Felribusi adalah Jangka Wakiu yang lamanya 1 (saiu) tahun
Pasal 20
Seatteniangnya retribus| adalsh pada saat dllarbllimﬁwa SKRD atau dokurner
lain yang dipersamakan. i
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BARXI
SURAT PENDAFTARAN
Pasat 21

) Wajib Retdbusi wafib mengisi SPORD;

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangan! oleh Wafb Retribusi atau Kuasanya:

Bentuk, isi seria tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sehagal-
mana dinaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kepuiusan Bupati,
BAB Xit
PENETAPAN RETRIBUS!
Pasai 22

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam oasal 13 ayat (1)
ditstapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
Lain yang dipersamakan;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bamn dan atau
data yang semula belum terungka® yang menyebabkan penambahan
jurmizh reiribusi yang lerulang maka dikeluarkan SKRDKBT,

) Bertuk, igi serta tata cara penerifban SKRD atau dokurmen lain yang

dipersamakan sobagaimana dimaksud pada ayat (2) ditelapkan dengan
Keputuean Bupati.

BAE X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Paszl 23

Peraungutan relrlbusi idak dapat diborongkan;

) Aalribusi dipunget dengan menggunakan SKRD alau dokumen yang

dipersamakan dengan SKROKBT.
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BAR Xiv
SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 24

Dalem hal wajib jetribusi Sdak membaya epatl pada wakiunya atay kurang
membayar, dkenakan sankst administa: berupa denda sezosar 2% [dua
parsen} sefiap bulan dar ratribus) vang tetfutang atau kurarg dibayar dan
ditagth dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasat 25
{1} Pambayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
{2) RAetribusiyang Terhulang dilunasi salambat-lambatnys 15 (ima btas) har
sejak diterbitkan SKAD atau dokuman lain vang diparsamakan, SKRDKET
dar STRD;

(3} Tata cara pembayaran, Denyetoran, tampal pembayaran retribast diatur
dengan Keputusan Bupatl,

BAR XV
TATA CARA PEMAGIHAN
Pasal 25
{1) Aetribusi Terhutang, berdasarkan SKED atay dakiumen yang lain yang
diparsamakan, SKROKET, STRI dan Surat Kapuiusan Keberatan yang
menyababkan Jumiah retribus] yang harus dlibayar bertambah, yang tidak
atau kurang dibayar nleh Wajiy Retribus dapat diiagih melajui Surat
Ferngatan/Taguran atau surat bijn yang disamakar;

{2} Penagihan Retribusi melalui Syral Perngatan/Teguran atau sirat lgin yang
disamakan difaksanakan berdasarkan perundarig-undangan yang barfaku,
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BAEB XV
PENGEM‘HM.IAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27

{1) Atas Kelsbilen Pembayaran Retribusi, Wajib Retibusi dapat mengsjuian
pamchanan pengamnsllan kepada Bupali;

(%} Bupatl dalam jangks wakiu paking lama § {anain) buian sejak d
Permohonan Kelebinan Pembayaran Retribus! sshagaimana
pada avat {1), harus membeariicen ksputisan:

() Apebilﬂjsngki waktu i divakslid pada ayat (2) telah dilamgpant
SualuKeputusan Permehonan

Retidbusi sa:\;qajl dikabulkan dan SKROLE harus diterbitikan dahm jangka
wakiu paling lama 1 (satu) bulan;

{4) Apabila Waji Reiribusi mempunyai utang retribusi lainnya, Kelebinan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diporitung-
kan untuk melunasi terlebin danuly ulang retribusi tersebut;

{5) Pengembalian Kelebihan Pernbeyaran Retribusi sshagaimana dimaksud
pade ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paiing lama 2 (duaj bulan szjak
ditetapkannya SKROLE;

{6} Apablla Per lian Kelabihan P Retribusi dilakuk
Jjangka waktu 2 {dua) bulan, Bupati memberikan imbatan bunga sebesar 2%
(duapersan) sebulan atas ketedambatan pambayaran Kelebihan Retribusi

Pasal 28

{1) Permohonan Pengembalian Kelabihan Pembayaran Retribus! disjukan se-
vara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya manyebutkan :
a. Mama dan Alamat Waijib Retibusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besamiya Kelsbihan Pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas;

@) F F R fisarnpaiken
secara Langsung atau melalui pos tarcatal;
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Fassl 29

(1} Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan
menerbitian sufat perntah membayar Kelebihan Retribusi;

{2} Apaidia Kelebinan F tyaren Relibusi di dengan hutang
retribusi lainnya, sebagaimana drmeksud daiam pasal 21 ayat (4)
Pembayaran diizkuken dengan cara pemindahbukuan dan bukil
pemindanbukuan yang berlake sebegal bukl pembayararn.

BAB XY
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!
Pasal 30
{1) Bupati dapat pengursngan, keri dan p
retribus;

@ F arir
{1} dengan memperhatikan wajib retribusi, antara ain untuk mengangsus:

@) F Astribusi
diberikan pada Wajib R i tangka P
bencana slam dan atay kerusuhan;

la eyat (1) antara lain
' korban

{4). Tala cara pengurangan, kertnganan dan Pambabasan Retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

B&B XX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pegal 31

{1} Hak untuk rmefakukan Penagihan Ralibusi, Kadaluarsa satelah melampaui
Jjangka wakiu 3 {liga) tahun terhilung sejak saat lerutangnya retribusi
melakukan Tindak Pidana dibidang Reiribusi;

28




) Kedsiuazsa Penaghhan Ratribusl sebagsimana dimaksud pade ayat (1)
tertengnuh apsbila :
3. Diterbitkan Surat Teguran atau.
2. Ada pengakuan Utang retribusi dar Wajio Fetdbusi baik langsung
maupun tidak iangsung.

- BABXX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

1) Wajib Retrivusi yang tidak melak_.analmn kewajil jiannya sehingga me-
rugikan Keuangan Daerah d palinglama 6 {enam)
::ulan atau denda paling banyak 4 (empat} kail jumiah Retribusi terutang;

2] Tindak Pidana yang dimaksud pada eyst (1) adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.

BAE XX
PENYIDIKAN
Pasal 33

) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terentu diinglungan Pemeriniah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidican
Tindak Pidane dibidang Retribusi Daerah sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nemar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acasa Pidana;

2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

. & Menerma, mencari, mengumpulkan dan menelii kelerangan dan
laporan berkenaan dengan Tindak Fidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau lsporan tersebut menjadi tengkap atau jelas;
Menetiti. mencar dan mengumpufkan keterangan mengenal nmng
pribadi stau badan tentang yang di
sehubungan dengan Tindak Pidana Relibusi Daerah;

Meminta keferangan dsn bahan bukd] dari orang pribadi ataupun badan
sehubtingan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

=

b
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o

Memariksa bukii-bukti, catatan-catatan dan dokumen-doisumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Relribusi Daerahi,
Meizkukan Penggeledahan untuk tkan bahan bukti
pembukuar;, pencatatan, dan dokamer-dukumen ain, sarta mefakukan
penyitaan terhadap bahan bukl lersebut;

. Meminta bantuan tanaga ahli dalam rangka petaksanaan ugas
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah

Msnyuruh berhenti dan aiau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau te'npat pada saat pemeviksaan sedang berlangsung dan
idar tau dokumen yang g na dirmaksiid
pada hurui &

Mematret sesecrang yang berkatan dangan Tindak Pidana Retribust
Daerah;

emanggil orang untuk didenger keterangannya dan dipsriksa scbagal
tersangka alau saksh;

Mengheniikan Penyidikan;

teiakukan tindakan lain yang pety uafuk kelancaran panyidikan Tindak
Pigana dibidang Relribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungiawabikan;

®

@

&

o

dan penyampa i e Peruntut Umum,
sesual dengan kelentuan yang diatyr dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana;

(@) Penyiiik imana dimakaud pada ayat (1)

BAB XXR

KETENTUAN PENUTUR
Pasal 34

Dengan barlakunya Qanun ini, maka segala kefentuan yarg bersntangan
dengan Qanus Ini dinyatakan lidak bertatu lagh

Pasal 35

Hal-ha! yang belum cukup distur dalam Qanun inl, sepanjang menganai
pelaksanaannya akan diatur febih lamjut dengan Kepltusan Bupati.
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Pasul 36
banun ini mulai berlaky pada tangga: diundangkan.

Agar supaya ssliap orang dapst mangetahuinya, meamsrintahikan
Lrgundangan Qanun Inf dengan penempatannya dalam Lembaga Das:ah
bupsten Aceh Tamiang.

Dicehlandi . Harang Baru
21 November 2003 M
Pada tanogal |
/6FL!madhﬂn14JdH

Pi. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LAVIEF

undangkan di Kasang Baru
22 Novemnber 2003 14

bl Hamac?van 142¢ H

SEKRETARIS DALZRAH,
| KABUPAYEN ACEH TAMIANG

Dra, ISHAK DUUNED
Pembinz Th.i
Hip. 010 055 253

PﬁBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUM 2093 NOMOR 10
RiC
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